KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa untuk mewujudkan tata cara penyusunan
Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Tengah agar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk
standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas,
efektif, efisien dan terukur;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Dalam
Penyusunan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sumba Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



Menetapkan

| KESATU

KEDUA

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021
tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1505);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan
Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun
2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR DALAM PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Dalam Penyusunan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba
Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU sebagai pedoman dalam penyusunan

Jaih.kKpu.go.id/ntt/sumbatengat



Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sumba Tengah.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
| KABUPATEN SUMBA TENGAH
‘ ttd.
FREDY UMBU BEWA GUTY
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

-




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DALAM
PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA
TENGAH.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

2025

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
WAIBAKUL



NOMOR SOP : 11 Tahun 2025
TANGGAL PEMBUATAN .3 Juli 2025
TANGGAL REVISI i 24 Juli 2025
TANGGAL EFEKTIF : 24 Juli 20257 V7

KETUA KOM LIHAN UMUM
KABUPA

PATEN. SUMBA TENGAH

DISAHKAN OLEH

KOMISI PEMILIHAN UMUM ) !ilgl)x"t',:uﬂrm-:w,\ GUTY
KABUPATEN SUMBA TENGAH o

NAMA SOP . PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UNUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH
DASAR HUKUM: Kualifikasi Pelaksana :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- L ¥ . komp N
1 Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
" tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang)
Pemb F ¥ L
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai telah diubah|2. |Memahami proses peny Komisi Pemilihan Umum berdasarkan
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah| Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
2. Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peny P di Li Komisi Pemilihan Umum.
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemitihan Umum menjadi Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
K p /Kota sebagai telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

3. Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab /Kota sebagai telah diubah beb kali ir dengan Peraturan Komisi
* Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 ng Perubahan Kedua Atas Pe Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemiliban
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Jdih kpu.go.id/ntt/sumbatengah



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas
Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagai telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

5 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 Tata Cara Pembentuk
* Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

6.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
* Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pengunggahan Produk Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah 1. Laptop/PC
2. SOP Pengarsipan 2. Jaringan Internet
3. SOP Rapat Pleno 3. Printer dan Scanner

4. ATK

5. Draft Rancangan Keputusan
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1 Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka proses
penyusunan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah akan
terhambat dan akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga.

1 Petunjuk Operasional Kegiatan

2 Disimpan sebagai data salinan fisik dan digital

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kabupaten, untuk dibahas dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Ustum
Kabupaten.

Pelaksans Matu Baku
Ne. Kegiatan - Sob Bugian | Staf Sub Baglan Keterangan
glas Peny ny Ketus Pleno Kelengkapan Wakty Output
Peaguenl {Tekbum) (Tekhum)
I z ) 3 7 (] 573 i 2L
L Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan)
tugas pokek dan fu dengan kan format sesual Disposisi. naskah salinan digital konsep| Setiap pengusulan
1 |dengan template dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 197 Tahun| Koo arinnrsasasilons suns e sinns dugpuinansanmminecashirsnsrnnessnses: 3 KPU Kabup 3G menit Disposisi, Berita Acara keputusan berdasarkan
2020 tentang Pedoman Teknis F di L hasil rapat pleno.
|| Komisi Pemilihan Umum.
. o sk sk g i | e, 4 [ Do et o ot Kaoorl 1 e
pe: } P KPU Kabs
juti disp Kepala Sub Bagian Penyusun dengan
3 | melakukan lega! drafting / dan rhad;
KPU b o v o
Ya
— Disposisi, naskah salinan digital. Konsep 1 hati KPU K
a. Peraturan perundang-undangun yang lebih tinggi atau sederajat; Kep KPU Kab o
b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
¢, Teknik pe perundang.
yamp P Komisi F Umum K 2
hasil legal drafting dan peny Tidak i i
4 {K Komisi Umum paten kepada pengusul. Apabila :‘;'l'}‘“""" 60 menit K KPU K
ada p maka ) dapat ikan kembali Kabupaten
Keputusan KPU Kabupaten
oo = . . -
. yang telah dibubuhi paral persetujuan kepada Pengusul KPU 10 it P KPU
paraf p dan i
6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepada Sekretaris Komisi " ¥ KPU K 10 menit Ki KPU K
il Umum K; untitk paraf p j
kan paraf dan kan Karcangsn Kep S Tidak
7 Pemitihan Umum Kabupaten kepada Ketus Komisi Pemiliban Umum KPU 10 : g & KPU

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATER SUMBA TENGAH

P P

Pelaksana Mutu Baku
No.. Kegiatan Sub Sub Bagien Staf Sub Bagian
P 'I Y ny Ketus Keleagkapan Waktu Output
{Tekbum) (Tekhum)
Dalam hal Rapat Pleno KPU Kabupaten memberikan arahan
8 | perubahan/ perbaikan substansi, Pengusul dan Sub Bagian Penyusun Kep KPU K 1 bari P KPU K
melakukan perbaiken sesuai arahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten. Ya
Materi muatan Ri K KPU K telah
dnﬂmu:dnlmhpnﬂcmhl'b" Pengusul il - o Eres B K,
° XPU kepada Ketua KPU Kal - KPU 10 menit KPU K
m-xms«kum.xwmm
paraf dan P Akhir Kep KPU N . N S
10 abupaten kepada Ketus KPU Kabupaten. P KPU Kabap 10 meit ® KPUK
K KPU Kab dengan
1 mmmhnmmhrumhhmm ngnhuhuhhnpanﬂ R: KPU Kabup 10 menit Keputusan KPU Kabupaten
persetujuan.
Dalam hat K KPU Kabup telah di i, sub bagia Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten yang|
yang menyeienggarakan tugas di bidang umum memberikan nomor pada & telah  ditandatangani oleh Ketua KPU| N-i:hmkeww:mm KPU hmmmmhh
12 Keputusan KPU sesuai dengan Peraturen Komisi Pemilihan Umam yang - Kabupaten dibmh-l":nor mur.; 20 menit W Ketua paten
mengatur mengenai n-hh&nndm?m.\uul yampaikan
: . - L""‘ oets Bub Tidak nackah salinen digital Keputusan KPU wmmmmmm
Badnn!’cmuw Kabupater. Keputusan KPU Kabupaten.
Naskah asli Keputusan KPU
Memastikan kembali antara naskah asli dengan rancangan salinan telah  ditandatangani oleh Ketua KPU Naskah asli Keputusan KPU Kabupaten vang telah
KPU K kan naskah yang benay/sesuai. Dalam Kabupaten diberikan nomor, rancangan| ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten
13 Mmbm:mndnhd&wnwm salinan Keputusan KPU Kabupaten dan 30 menit diberikan nomer, rancangan salinan Keputusan
Keputusan KPU Kab Sub i dengan Ya naskah salinan digital Keputusan KPU KPU Kabupaten dan naskah salinan digital
Pengusul untuk mendapatkan naskah mhnnl-sud. Kabupaten. Keputusan KPU Kabupaten.
Memerintahkan staf sub bagian penyusun untuk membuat salinan '- Disposisi, naskah salinan digital. Konsep| i . ) o
14 Keputusan KPU ) KPU 10 menit Salinan Keputusan KPU Kabupaten
M i salinan Kep KPU Kab dengan ak
tinta biru dan dibububkan cap tulisan salinan pada bagian kanan atas Nota Dinas/ . R
15 ep: KPU pry . i KPU K n.Both 20 menit Salinen Keputusan KPU Kabupaten
Keputusan KPU Kabupaten kepada Pengusul melalul nota dinas.
16 naskah asli KPU Kab -' m"”‘"“"" KPU Kebupaten yang sati, Bex 10 menit Keputusan KPU Kabupaten yang asli

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah




PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur
organisasi yang telah ditetapkan

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur ini.

3. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Waibakul
pada tanggal 24 Jyli 2025

PEMILIHAN UMUM
UMBA TENGAH

. ®

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
ttd.

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Jdih.kpu.go.id/ntt/sumbatengah




